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PERATURAN   WALI KOTA   PEKALONGAN 
NOMOR      29 TAHUN  2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 2012 
TENTANG  PEDOMAN  PEMANTAUAN  ORANG  ASING,  ORGANISASI  MASYARAKAT  

ASING   DAN    TENAGA  KERJA  ASING  DI    KOTA PEKALONGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA  PEKALONGAN 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Kewaspadaan Dini Daerah, maka Peraturan Wal Kota Nomor 50 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Organisasi 
Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekalongan, 
perlu disesuaikan;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 50 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing,  
Organisasi Masyarakat Asing  dan  Tenaga Kerja Asing di Kota 
Pekalongan ; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang – Undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan  

Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur, Jawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa 
Yogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954  Nomor  40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 551)  ; 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  



  4. Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun  1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3381); 
 
Memperhatikan : 1. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat 
Asing di Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 455); 

 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010 tentang 
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing  di Daerah (Berita 
Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456); 

 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
2018  tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 815); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan       :  PERATURAN  WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 50 TAHUN 
2012 TENTANG PEDOMAN  PEMANTAUAN  ORANG  ASING, 

ORGANISASI  MASYARAKAT  ASING   DAN  TENAGA  KERJA  ASING  
DI   KOTA PEKALONGAN. 

 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemantauan Orang Asing Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 50) diubah, sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 10  diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur  

penyelenggaraan  pemerintah daerah. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 
4. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing dan organisasi 
masyarakat asing  serta  pemantauan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaannya dalam rangka 
perlindungan, dan peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran yang 
dilakukan oleh tenaga kerja asing. 

5. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada 
dalam  wilayah  Republik Indonesia. 

6. Organisasi masyarakat asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah 
maupun nonpemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian 
bilateral, regional atau multilateral. 

7. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah setiap orang laki-laki 
atau wanita yang bukan warga Negara Indonesia pemegang visa kerja yang sedang 
dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa. 

8. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang 
memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

 
 




